ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk
membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris
sebagai pejabat umum pembuat akta otentik sangat memiliki peranan
penting dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang
menggunakan jasanya, .

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui dan paham terhadap
kedudukan secara hukum terhadap akta otentik yang dimiliki secara sah.
Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukumnya jika tidak sesuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap akta
otentik oleh Notaris
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis
sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriftif analistis, data
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunkakan
pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data
secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori, kepastian hukum,
dan teori kewenangan.

Hasil penelitian ini- menunjukkan bahwa akta otentik memiliki 2
(dua) fungsi utama, antara lain yaitu, sebagai fungsi formil (formalitas
causa) dan berfungsi sebagai alat bukti (probationis causa). Fungsi formil
(formalitas causa) dapat diartikan bahwa untuk membuat suatu perbuatan
dinyatakan lengkap dan sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan
hukum haruslah dibuat dalam bentuk akta otentik. Berfungsi sebagai alat
bukti (probationis causa) dapat diartikan bahwa akta autentik tersebut
sengaja dibuat sebagai pembuktian dikemudian hari, akta autentik tersebut
dibuat tertulis mengenai suatu perjanjian. Akta otentik merupakan satu bukti
tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sangat sempurna sebagai
alat bukti. Suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta yang otentik bila
mana dalam pembuatan akta tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah
ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang tentang Jabatan
Notaris, suatu akta Notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta
yang otentik apabila akta Notaris tersebut sudah sesuai dengan prosedur-
prosedur dan tata cara yang memang sudah ditentukan berdasarkan
ketentuan Pasal 39 Undang-undang tentang Jabatan Notaris sampai dengan
Pasal 53 Undang-undang tentang Jabatan Notaris, maka akta Notaris
tersebut dapat dikatakan sebagai suatu akta yang autentik yang mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya.
Degradasi diartikan sebagai penurunan tentang pangkat, mutu, moral,
kemerosotan, kemunduran, atau dapat juga menempatkan ditingkat yang
lebih rendah. Dalam kaitannya dengan akta Notaris, istilah terdegradasi



terjadi manakala akta Notaris sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan
bukti sempurna dan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat
bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam sengketa hukum
perdata mengalami kemunduran, kemerosotan, atau penurunan mutu dalam
arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti lengkap dan
sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan
memiliki cacat hukum yang menyebabkan pembatalan atau
ketidakabsahannya akta Notaris tersebut
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